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PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL LAPORAN 

KEUANGAN SATUAN KERJA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

A. Umum 

Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimana salah satu 

karakteristik kualitatif Laporan Keuangan adalah harus menyajikan 

informasi yang andal, maka perlu dilakukan rekonsiliasi internal dan 

eksternal laporan keuangan satuan kerja di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, Rekonsiliasi satuan kerja tersebut 

terdiri atas Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja dan Rekonsiliasi 

Eksternal dengan menggunakan dengan e-rekon & LK. 



Berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan Prosedur 

Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Laporan Keuangan Satuan Kerja 

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

B. Dasar Pembentukan 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang 

Pedoman Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 

Keuangan lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian 

Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1614); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014 tentang 

Perubahan PMK No. 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2100); 

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 15/PRT/ M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/ PMK.05/2015 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga; (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1413); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan R4kyat 

Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja_ Unit 



Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 817). 

C. Maksud Dan Tujuan 

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Satuan 

Kerja melakukan rekonsiliasi internal, dan eksternal dengan 

menggunakan e-rekon & LK dalam menyusun Laporan Keuangan 

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Surat Edaran ini bertujuan untuk mewujudkan Laporan 

Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

yang berkualitas, akurat dan andal sesuai standar akuntansi 

pemerintahan. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi Rekonsiliasi 

internal dan rekonsiliasi eksternal menggunakan e-rekon 86 LK 

yang terdiri atas: 

1. Rekon Akun Kas di Bendahara Pengeluaran / Penerimaan dan 

Kas Lainnya; 

2. Persediaan; 

3. Aset Terap; 

4. Pagu Belanja; 

5. Realisasi Belanja; 

6. Realisasi Pengembalian Belanja; dan 

7. Estimasi Pendapatan, Realisasi Pendapatan dan Uang 

Persediaan. 
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E. Pengertian 

1. Rekonsiliasi adalah proses mencocokan data transaksi 

keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem 

yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. 

2. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dart 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai 

dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan 

pada Kementerian Keuangan selaku BUN. 

3. Sistem Akuntansi Instansi (SAT) adalah serangkaian 

prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada 

lingkup K/L yang dalam pelaksanaannya memproses 

transaksi keuangan, barang, dan transaksi lainnya untuk 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat bermanfaat 

bagi pengguna laporan keuangan. 

4. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual yang selanjutnya 

disingkat SAIBA adalah merupakan aplikasi akuntasi 

pemerintah pusat dalam rangka menghasilkan laporan 

keuangan berbasis akrual, yang merupakan hasil modifikasi 

dari dan aplikasi SAI agar sesuai dengan Sistem Akuntansi 

Pemerintah Pusat (SAPP) terkini dan peraturan lainnya. 

5. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang 

selanjutnya disingkat SPAN adalah sebuah sistem yang 

dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, 

pelaksanaan dan pelaporan keuangan Negara sehingga 

diperoleh laporan keuangan akurat yang melalui proses 

akuntabel dan transparan. 

6. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang 

selanjutnya disingkat RKA-K/ L adalah dokumen keuangan 

tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun 

menurut Bagian Anggaran Kementerian 
- 4 - 



7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan 

sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat 

PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak 

berasal dari pajak. 

9. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi 

permintaan pembayaran tagihan kepada negara. 

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh PP-SPM untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari DIPA atau dokumen yang dipersamakan. 

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa 

Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas 

beban APBN berdasarkan SPM. 

12. Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN adalah 

dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/ Bank Devisa 

Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan 

teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor 

Transaksi Bank (NTB) atau NTPN dan Nomor Transaksi Pos 

(NTP). 

13. Aplikasi e-rekon & LK aplikasi berbasis web yang digunakan 

untuk menerima ADK rekonsiliasi dari satker. 

14. Berita Acara Hasil Rekonsiliasi adalah Dokumen yang 

menyatakan bahwa proses rekonsiliasi telah dilaksanakan 

dan/atau telah menunjukkan basil yang sama antara data 

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi. 

15. Online monitoring SPAN (OMSPAN) adalah Aplikasi berbasis WEB 

yang dapat diakses melalui jaringan Intranet dan Internet yang 
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digunakan untuk melakukan monitoring transaksi SPAN dan 

menyajikan reporting sesuai kebutuhan. 

16. Sistem Aplikasi Satker (SAS) adalah aplikasi yang digunakan 

untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga 

beberapa fungsi terpadu lainnya dalam rangka pelaksanaan 

APBN. 

17. Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disebut SIMPONI 

merupakan aplikasi yang memfasilitasi pembayaran/penyetoran 

PNBP dan penerimaan non anggaran. 

18. Data SAI adalah data yang diproses pada Aplikasi SAIBA di 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

19. Data SiAP adalah data yang diproses pada Aplikasi Sistem 

Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) di Kementerian 

Keuangan. 

20. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah 

pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 

21. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa 

BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan 

atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas 

Umum Negara. 

22. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas 

Laporan Keuangan. 

23. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 

disingkat UAKPA adalah Unit Akuntansi Instansi yang 

melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan 

kerja. 
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24. Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara 

(KUN) yang menambah ekuitas pada neraca dalam periode 

tahun yang bersangkutan. 

25. Estimasi Pendapatan adalah perkiraan penerimaan yang 

tertuang dalam DIPA. 

26. Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Negara yang 

mengurangi ekuitas pada neraca dalam periode tahun yang 

bersangkutan. 

27. Surat Perintah Pembukuan/ Pengesahan yang selanjutnya 

disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman 

dan Hibah (KPPN-KPH) selaku Kuasa Bendahara Umum 

Negara, yang fungsinya dipersamakan sebagai Surat Perintah 

Membayar/ Surat Perintah Pencairan Dana kepada Bank 

Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/ disahkan 

sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara atas realisasi penarikan 

PHLN melalui tata cara pembayaran langsung, L/C. 

28. Memo 	Pencatatan 	Hibah 	Langsung 	Bentuk 

Barang/Jasa/ Surat Berharga (MPHL-BJS) adalah dokumen 

sumber untuk pencatatan Hibah Langsung. 

F. 	Pelaksana Rekonsiliasi 

Pelaksana Rekonsiliasi ini dilaksanakan oleh: 

1. Satuan. Kerja Tetap Pusat dimana Kepala/Kuasa Pengguna 

Anggaran dijabat oleh Eselon II di tingkat Pusat. 

2. Satuan Kerja Balai Besar/Balai. 

3. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dan Satuan Kerja 

yang khusus mengelola Bagian Anggaran 999 di Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) 

Bidang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Dekonsentrasi (SKPD-DEKON) 

Bidang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

G. 	Tujuan Rekonsiliasi antara lain: 

1. Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja bertujuan untuk: 

a. Memastikan keakuratan dan keandalan data yang tersaji 

dalam neraca yang terkait persediaan dan aset. 

b. Mencocokkan antara data yang diproses dalam aplikasi 

SAIBA dengan data yang diproses dalam aplikasi SIMAK 

BMN. 

c. Mencocokkan saldo kas di neraca aplikasi SAIBA dengan 

saldo kas di Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. 

2. Rekonsiliasi Eksternal dengan e-rekon & LK bertujuan untuk: 

a. Memastikan keakuratan dan keandalan data yang tersaji 

dalam Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan 

Realisasi Pendapatan . 

b. Mencocokkan antara data yang diproses dalam aplikasi 

SAIBA dengan data yang diproses dalam aplikasi Sistem 

Akuntansi Pusat (SiAP) 

c. Memvalidasi angka yang disajikan didalam neraca sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

H. 	Penyelenggaraan Rekonsiliasi 

Rekonsiliasi dilakukan dengan prosedur: 

1. Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja 

Rekonsiliasi internal satuan kerja dilakukan pada tanggal 

1 sampai dengan tanggal 5 pada bulan berikutnya. Pengecualian 

untuk rekonsiliasi transaksi sampai dengan bulan Juni dan 

Desember, sesuai jadwal rekonsiliasi dari Kementerian Keuangan. 
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2. Rekonsiliasi Eksternal dengan e-rekon & LK 

Rekonsiliasi Satker dengan e-rekon & LK dilaksanakan setiap 

bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya atau 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh 	Kementerian 

Keuangan. 

I. 	Dokumen Rekonsiliasi 

Dokumen yang wajib disiapkan Satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi 

internal 	satker 	dan 	rekonsiliasi 	eksternal 	dengan 

e-rekon & LK: 

a. Kepala Satker wajib menyediakan dokumen RKA K/L, DIPA, 

POK dan revisi, Target dan Pagu Penggunaan PNBP (apabila 

satker telah ditetapkan sebagai unit PNBP). 

b. Pejabat Penandatangan. SPM wajib menyediakan dokumen SPP, 

SPM, SP2D,SP3, MPHL-BJS, Persetujuan MPHL-BJS, SP3HL-

BJS. 

c. Bendahara Pengeluaran wajib menyediakan dokumen SSBP, 

SSPB, Bukti Penerimaan Negara Lainnya, LPJ Bendahara. 

J. 	Hal-Hal yang harus diperhatikan sebelum pelaksanaan e- rekon. 

1. Data Persediaan dan SIMAK BMN telah digabungkan dengan data 

SAIBA : 

• Cek menu realisasi SPM pada BMN pada aplikasi SAIBA, 

apabila terdapat perbedaan antara SAK dan SIMAK maka 

cek domumen sumber (SP2D dan kontrak). 

• Cek menu daftar SPM terkait BMN pada aplikasi SIMAK-

BMN, pastikan antara nilai aset sama dengan nilai SPM. 

2. Pada Laporan Realisasi Belanja, pastikan setiap akun belanja 

tidak ada sisa anggaran minus. 

3. Pada Laporan Realisasi Pendapatan, pastikan setiap akun 

realisasi pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsi satker. 
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4. Pada neraca, pastikan tidak ada akun yang belum diregister, 

kecuali akun tersebut menggunakan Uang Persediaan (misal 

pada persediaan). 

5. Dipastikan tidak ada beban pelepasan penjualan aset pada 

Laporan Operasi (LO) kecuali ada Pendapatan Pelepasan 

Aset. 

6. Tidak diperkenankan meng-input jurnal umum, jurnal 

neraca, jurnal penyesuaian dan jurnal koreksi, kecuali 

dilakukan pada akhir tahun dan/atau atas persetujuan KPA 

yang dituangkan dalam Memo Penyesuaian. 

7. Khusus bagi satker yang menggunakan anggaran dengan 

sumber dana PHLN wajib menyiapkan daftar Withdrawal 

Application (WA) yang belum terbit SP3. 

K. Hasil Rekonsiliasi dengan E-Rekon & LK 

1. Apabila diperoleh validitas neraca dan data yang sama antara 

SAI dan SiAP serta sudah tidak ada selisih maka KPA dapat 

menandatangani Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang 

ditandatangani oleh Kuasa BUN/ KPPN. 

2. Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan 

tersebut bukan disebabkan kesalahan data SAT maka 

Petugas SAIBA menjelaskan perbedaan tersebut pada Surat 

Pernyataan Atas Perbedaan Data Rekonsiliasi. 

Khusus Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan : 

a. Jika pada SiAP terdapat akun pendapatan yang bukan 

Tusi Satker seperti Pendapatan Gas Burni, Pendapatan 

Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak, 

Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan, maka 

Petugas SAIBA menjelaskan pada Surat Pernyataan Atas 

Perbedaan Data Rekonsiliasi setelah konfirmasi ke 

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penerimaan. Jika 

- 10- 



tidak diakui, maka membuat surat pernyataan atas 

perbedaan data rekonsiliasi. 

b. Jika pada SiAP terdapat realisasi pendapatan dan satker 

tidak memiliki informasi terkait penyetoran pendapatan 

tersebut maka satker mencari infoimasi tersebut pada 

aplikasi SIMPONI dan/atau OMSPAN bila melalui 

potongan SPM. 

3. Apabila diperoleh data yang berbeda dimana perbedaan 

tersebut disebabkan kesalahan data SAT maka petugas SAT 

Satuan Kerja segera melakukan konfirmasi ke pejabat 

perbendaharaan Satker dan melakukan perbaikan. 

Apabila dilakukan perbaikan/ upload data ulang pada e-rekon 

& LK sedangkan BAR telah diterbitkan, maka satker dapat 

membuat surat perihal reset BAR yang ditujukan kepada 

KPPN, agar KPPN melakukan reset data tersebut dan satker 

dapat melakukan upload data e-rekon & LK terbaru. 

L. 	Prosedur Rekonsiliasi 

Prosedur rekonsiliasi ini terdiri dari prosedur rekonsiliasi internal, 

eksternal dan penyelesaian perbedaan hasil rekonsiliasi. 

1. Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja 

Rekonsiliasi internal di tingkat satuan kerja bertujuan untuk 

mencapai keseragaman dan tertib administrasi dalam rangka 

penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat sebelum dilakukan 

rekonsiliasi eksternal dengan KPPN. 

a. Prosedur Rekonsiliasi Kas di Bendahara Pengeluaran, 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Setiap awal tahun petugas SAIBA membandingkan 

saldo awal 1 Januari pada akun Kas di Bendahara 



Pengeluaran/ akun Kas di Bendahara Penerimaan 

dengan saldo audited, balk satker BLU maupun 

non-BLU. 

2) Apabila terdapat saldo Uang Persediaan (UP) tahun 

lalu yang belum disetor ke kas negara, Petugas 

SAIBA melakukan konfirmasi ke Bendahara untuk 

menyetor UP tersebut ke bank. Jika tidak terdapat 

saldo UP tahun lalu, cocokkan Buku Besar Kas di 

Bendahara Pengeluaran dengan saldo di LPJ 

Bendahara. 

3) Dalam hal terdapat perbedaan pada saldo Kas di 

Bendahara Pengeluaran, Petugas SAIBA mencatat 

SSBP/NTPN dan SPM/SP2D uang persediaan yang 

sudah di validasi namun belum direkam pada 

aplikasi SAIBA. 

4) Untuk rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan 

pastikan Petugas SAIBA telah menginput data 

Dokumen SPP/ SPM/ SP2D Uang Persediaan (UP), 

Tambahan Uang Persediaan (TUP), Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) untuk Setoran Sisa 

UP/TUP. 

b. Prosedur Rekonsiliasi Kas Lainnya di Bendahara dan 

Setara Kas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Setiap awal tahun petugas SAIBA membandingkan 

terhadap saldo awal pada akun Kas Lainnya di 

Bendahara Pengeluaran dan saldo rekening bank. 

2) Apabila terdapat saldo awal pada saldo audited, 

petugas SAIBA melakukan konfillnasi ke 

Bendahara 	mengenai 	perjadin/honor/jasa 

- 12 - 



giro/ tunjangan kinerja yang telah dibagikan 

kepada pegawai. 

3) Petugas SAIBA membuat jurnal balik setelah 

menerima konfirmasi dari Bendahara. 

4) Petugas SAIBA membandingkan saldo di buku 

pembantu LS bendahara pada LRI Bendahara 

dengan saldo kas lainnya di neraca setiap semester. 

5) Dalam hal terdapat perbedaan pada saldo Kas 

lainnya di Neraca dengan saldo LS Bendahara pada 

LPJ Bendahara, Petugas SAIBA mencatat jumlah 

LS Bendahara pada aplikasi SAIBA dengan jurnal 

penyesuaian. 

c. Prosedur Rekonsiliasi Persediaan, dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1) Setiap awal tahun petugas persediaan melakukan 

cross-check saldo awal 1 Januari pada aplikasi 

persediaan dengan saldo BMN dan neraca di 

aplikasi SAIBA (saldo audited). 

• Jika saldo awal tidak sesuai, lakukan 

penyesuaian saldo awal dengan petugas SIMAK 

BMN dan petugas SA1BA. 

2) Petugas SAIBA mencetak buku besar akun belanja 

barang persediaan (5218), belanja barang untuk 

pemeliharaan (5231) , Belanj a Barang untuk 

diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda (5261) 

kemudian menyerahkan pada Petugas Persediaan. 

3) Petugas persediaan membandingkan transaksi 

pembelian (barang masuk) pada aplikasi persediaan 

dengan realisasi belanja barang yang menghasilkan 

persediaan berdasarkan buku besar setiap bulan. 
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4) Petugas persediaan membandingkan transaksi 

barang habis pakai berdasarkan dokumen barang 

di gudang dari pejabat penerima hasil pekerjaan 

(petugas gudang). 

5) Apabila terdapat kekurangan/kelebihan input atas 

mutasi masuk/keluar barang Persediaan, maka 

Petugas persediaan dapat mengkoreksi dan 

kemudian menyerahkan ADK kepada petugas 

SIMAK BMN setiap bulan. 

6) Petugas SIMAK BMN mencocokkan saldo 

persediaan antara aplikasi SIMAK BMN dengan 

aplikasi persediaan. Setelah sesuai, petugas SIMAK 

BMN menyerahkan ADK kepada petugas SAIBA 

setiap bulan. Jika tidak sesuai, maka bandingkan 

dengan SPM/ SP2D terkait persediaan. 

d. Prosedur Rekonsiliasi Aset Tetap dan Aset Tidak 

Berwujud, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Setiap awal tahun, petugas SAIBA dan petugas 

SIMAK BMN melakukan cross-check antara saldo 

awal tahun pada aplikasi SIMAK BMN dan neraca 

di aplikasi SAIBA (saldo audited). 

2) Petugas SAIBA melakukan pengecekan Menu 

rekonsiliasi BMN pada aplikasi SAIBA dan 

menyampaikan hasilnya (sebagaimana format 

terlampir) kepada penanggungjawab BMN. 

3) Jika terdapat perbedaan antara mutasi tambah 

BMN dengan realisasi belanja modal, maka 

Penanggung jawab BMN mengidentifikasi transaksi 

BMN berdasarkan dokumen SPM/ SP2D, kontrak, 

pengadaaan BMN, dan dokumen terkait lainnya. 
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Kemudian meng-input transaksi berdasarkan SPM 

dan data kontrak. 

4) Petugas SIMAK BMN memberikan ADK ke Petugas 

SAIBA setiap bulan. 

5) Petugas SAIBA mencocokkan jurnal kiriman SIMAK 

BMN dengan buku besar. Jika terdapat perbedaan 

periksa pemutakhiran aplikasi SIMAK BMN dan 

SAIBA selanjutnya melakukan pengiriman clang 

ADK dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi SAIBA. 

e. Prosedur Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA). 

1) PPSPM (untuk Rekonsiliasi Pagu Belanja dan 

Realisasi Belanja) menyampaikan revisi POK dan 

SPM/SP2D ke petugas SAIBA. 

2) Bendahara Pengeluaran (untuk Rekonsiliasi 

Pengembalian Belanja) menyampaikan bukti setor 

ke kas negara dan SPM/SP2D potongan belanja ke 

petugas SAIBA. 

3) Untuk rekonsiliasi pagu belanja, pastikan Satker 

telah menginput data RKA KL/DIPA/POK ke dalam 

aplikasi SAIBA sesuai dengan RKA KL/DIPA/POK 

Revisi Terakhir. 

4) Untuk rekonsiliasi realisasi belanja, pastikan 

Satker telah menginput data dokumen 

SPP/ SPM/ SP2D/ SP3 / MPHL-BJS ke dalam aplikasi 

SAIBA atau mengcopy data dari aplikasi SAS dan 

membandingkan dengan rekapitulasi SP2D dari 

PPSPM (OMSPAN). 

5) Untuk rekonsiliasi Pengembalian Belanja, pastikan 

Satker telah menginput data pada dokumen SSPB, 
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Bukti Validasi Pengembalian Belanja dari KPPN 

(Bukti Penerimaan Negara) dan Potongan SPM yang 

telah diterbitkan SP2D ke dalam aplikasi SAIBA. 

6) Untuk rekonsiliasi Estimasi Pendapatan, pastikan 

Satker telah menginput data estimasi pendapatan 

pada dokumen DIPA ke dalam aplikasi SAIBA. 

7) Untuk rekonsiliasi Realisasi Pendapatan, pastikan 

Satker telah menginput data pada dokumen SSBP, 

Bukti Validasi pendapatan dari KPPN (Bukti 

Penerimaan Negara). 

2. Upload File 

Setelah melakukan rekonsiliasi internal satker, Upload File 

pada menu "Kirim ke KPPN kumulatif bulan" aplikasi SAIBA 

ke aplikasi e-rekon & LK. 

3. Unduh Berkas (Download File) Hasil Rekonsiliasi. 

4. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi 

Penyelesaian hasil rekonsiliasi melalui aplikasi e-rekon 86 LK 

terdiri clan: 

a. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Pagu Belanja 

Rekonsiliasi Pagu Belanja dilakukan dengan cara 

membandingkan pagu belanja yang dicatat pada 

aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pules 

kode BA, Eselon I, Kode Satker, Program, kegiatan, 

Output, Akun, Jumlah Rupiah, antara KPPN dengan 

Satker, dapat dijelaskan sebagai berikut 

1) Jika terdapat selisih dengan KPPN, Petugas SAIBA 

menelaah penyebab ketidaksesuaian data; 

2) Konfirmasi ke PPSPM; 

3) Petugas SAIBA menginput revisi DIPA pada Aplikasi 

SAIBA; 
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4) Jika masih terdapat selisih maka satker membuat 

Surat Pernyataan Selisih Rekonsiliasi yang 

ditandatangani Kepala Satuan Kerja; 

Penyebab Umum terjadi selisih antara lain: 

• SiAP belum update revisi pagu Belanja; maka 

Satker harus menyampaikan DIPA atau 

revisi terakhir ke KPPN; 

• SAI belum update revisi pagu belanja pada 

SAIBA; maka Pejabat Perbendaharaan agar 

menyampaikan revisi DIPA/POK ke petugas 

SAIBA. 

b. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan 

Rekonsiliasi Realisasi Pengembalian Belanja 

Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan Rekonsiliasi Realisasi 

Pengembalian Belanja dilakukan dengan cara 

membandingkan Realisasi Belanja yang dicatat pada 

aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pula Kode 

BA, Eselon I, Kode Satker, Program, Kegiatan, Output, 

Akun, Jumlah Rupiah, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Jika terdapat selisih realisasi belanja, Petugas SAIBA 

menelaah penyebab ketidaksesuaian; 

2) Menelusuri pada aplikasi Online Monitoring SPAN 

(OMSPAN); 

3) Konfirmasi ke Pejabat Penerbit SPM/Bendahara 

Pengeluaran untuk memperoleh dokumen sumber 

sesuai data pada aplikasi OMSPAN; 

4) Petugas SAIBA menginput kekurangan data 

dokumen: 

• Rekonsiliasi belanja: SPP/ SPM/ SP2D/ SP3 

pada Aplikasi SAIBA; 
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• Rekonsiliasi realisasi pengembalian belanja: 

Bukti Validasi Penerimaan Negara pada 

Aplikasi SAIBA; 

5) Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat 

Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani 

Kepala Satker. 

• Penyebab Umum terjadi selisih dalam 

rekonsiliasi Belanja: 

a. SP2D batal masih tercatat pada data SAU; 

maka petugas SAIBA menyampaikan 

dokumen Pembatalan SP2D dan 

memcantumkan dalam Surat pernyataan 

selisih Rekonsiliasi 

b. Selisih Rekonsiliasi Realisasi Belanja dengan 

Sumter dana PHLN karena satker terlambat 

memperoleh SP3 maka satker meminta 

dokumen sumber berupa SP3 ke KPPN 

Khusus PHLN sebagai dasar pencacatan 

kedalam aplikasi SAIBA. 

• Penyebab Umum terjadi selisih dalam 

rekonsiliasi Pengembalian Belanja antara lain: 

a. Pengembalian Belanja yang disetorkan oleh 

pihak ketiga yang biasanya terkait dengan 

hasil pemeriksaan; maka satker menelusuri 

pada Aplikasi OMSPAN kemudian 

konfirmasi ke PPK. 

b. Transaksi bukan milik Satker; maka satker 

menelusuri pada Aplikasi OMSPAN/ 

SIMPONI dan melakukan klarifikasi kepada 

penyetor berdasarkan informasi dari Simponi 

serta mencetak Bukti Penerimaan Negara 

pada Aplikasi SIMPONI. Hasil penelusuran 
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dijelaskan pada surat penyataan selisih hasil 

rekonsiliasi. 

c. Jika terdapat kesalahan penulisan akun 

pengembalian belanja pada bukti validasi 

setoran (misalnya pengembalian belanja gaji 

tertulis sebagai pendapatan pengembalian 

belanja TAYL); maka satker membuat surat 

permohonan ralat akun ke KPPN. 

c. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan dan 

Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan 

Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan dan Rekonsiliasi 

Realisasi Pendapatan dilakukan dengan cara 

membandingkan Estimasi Pendapatan yang dicatat pada 

aplikasi SAIBA dengan aplikasi SiAP termasuk pula kode 

BA, Eselon 1, Satker, akun dan jumlah rupiah, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Jika terdapat selisih, Petugas SAIBA menelaah 

penyebab ketidaksesuaian; 

• Penyebab selisih Rekonsiliasi Estimasi 

Pendapatan: 

SiAP belum update data revisi DIPA; maka 

satker menyampaikan DIPA revisi terakhir 

kepada KPPN dan Kanwil agar dapat 

mengupdate data Estimasi Pendapatan 

terakhir. 

• Penyebab selisih Rekonsiliasi Realisasi 

Pendapatan: 

Menelusuri pada aplikasi Simponi dan OM 

SPAN dan Konfirmasi ke Bendahara 
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Penerimaan/ Bendahara Pengeluaran untuk 

memperoleh dokumen sumber 

2) Setelah tahap huruf b dilakukan 

a. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan: 

Petugas SAIBA menginput Target PNBP dan 

Revisi pada Aplikasi SAIBA; 

b. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan: 

Petugas SAIBA kembali menginput Bukti Validasi 

Penerimaan Negara pada Aplikasi SAIBA; 

3) Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat 

Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani 

Kepala Satker; 

c. Penyebab umum terdapat selisih antara lain: 

a) Transaksi pendapatan bukan transaksi 

satker karena kesalahan kode satker atau 

karena pendapatan tidak sesuai tusi satker, 

maka petugas SAIBA tidak mencatat 

transaksi tersebut dan men cantumkan 

keterangan selisih dalam surat pernyataan 

selisih rekonsiliasi. Selanjutnya satker 

membuat permohonan perbaikan transaksi 

penerimaan Negara (perubahan kode 

satker) dan menyampaikan ke Biro 

Keuangan untuk selanjutnya berkoordinasi 

dengan UAPPA-E 1 terkait. Misalnya 

penerimaansewa beli rumah Negara 

golongan III (423123) yang tercatat pada 

satker Biro Keuangan seharusnya dicatat 

pada satker Bina Penataan Bangunan, 

dimintakan perubahan kode satker ke 

KPPN. 
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b) Transaksi pendapatan salah kode akun 

maka bendahara membuat surat ralat kode 

akun pendapatan untuk kemudian 

dikoreksi dalam aplikasi SAIBA. 

d. Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan. 

Penyelesaian Hasil Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan 

dapat dijelaskan sebagai berikut 

1) Jika terdapat selisih, Petugas SAIBA menelaah 

penyebab ketidaksesuaian; 

2) Menelusuri pada aplikasi OM SPAN/ SIMPONI; 

3) Konflimasi ke Pejabat Penerbit SPM dan Bendahara 

Pengeluaran; 

4) Petugas SAIBA kembali menginput data Dokumen 

SPP/SPM/ SP2D Uang Persediaan (UP), Tambahan 

Uang Persediaan (TUP), Bukti Validasi Penerimaan 

Negara Setoran Sisa UP/TUP pada Aplikasi SAIBA; 

5) Jika masih terdapat selisih maka dibuat Surat 

Pernyataan Selisih Rekonsiliasi ditandatangani 

Kepala Satker. 

d. Dan jika sampai dengan batas waktu rekonsiliasi 

berakhir masih terdapat selisih maka satker 

melakukan perbaikan data dan membuat surat 

permohonan reset BAR ke KKPN. 

5. Melakukan penelaahan menu daftar pada aplikasi e-rekon 

untuk kemudian dilakukan koreksi, antara lain: 

a. Jurnal tidak lazim; 

Jurnal tidak lazim disebabkan kesalahan pada saat 

melakukan penjurnalan tidak sesuai dengan saldo 

normal akun. 
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b. Aset belum di-register, 

Terdapat saldo aset belum diregister disebabkan karena 

perolehan aset di aplikasi persediaan dan/atau SIMAK 

BMN belum sesuai dengan nilai SP2D belanja aset di 

SAIBA. 

Maka petugas SAIBA, mencocokkan buku besar akun 

aset belum diregister dengan daftar transaksi pembelian 

persediaan pada aplikasi persediaan dan daftar SPM 

terka it BMN pada aplikasi SIMAK BMN. 

c. Saldo tidak normal; 

Saldo tidak normal misalnya saldo utang tercatat di 

debit atau saldo aset tercatat di kredit (kecuali saldo 

penyisihan piutang dan akumulasi penyusutan). Hal ini 

terjadi karena kesalahan penjurnalan. 

Maka petugas SAIBA, melakukan koreksi atas jurnal 

yang tercatat sehingga sesuai dengan saldo normal 

(terlampir). 

d. Pengembalian belanja melebihi realisasi belanja; 

Disebabkan antara lain : 

Kesalahan kode akun (transaksi yang seharusnya 

pendapatan tetapi dicatat dengan kode akun 

pengembalian belanja). 

Maka petugas SAIBA melakukan konfirmasi dengan 

bendahara untuk menyampaikan permohonan ralat 

akun ke KPPN. 

• Kesalahan kode Output/ Komponen yang tercantum 

pada bukti setor. 
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Maka petugas SAIBA melakukan konfirmasi dengan 

bendahara untuk dilakukan ralat kode 

Output/ Komponen. 

e. Realisasi belanja tanpa pagu; 

Disebabkan karena petugas SAIBA belum mengupdate 

revisi DIPA/POK, maka petugas SAIBA menginput revisi 

DIPA/POK terakhir. 

f. Neraca tidak balance. 

Disebabkan karena aplikasi SIMAK BMN dan/atau 

aplikasi persediaan belum menggunakan update 

terakhir. 

Maka petugas SIMAK BMN dan/ atau persediaan 

melakukan update aplikasi. 

6. Upload ulang hasil perbaikan data ke aplikasi e-rekon & LK 

sampai terbit Persetujuan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 

oleh Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN. 

7. Penandatanganan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) oleh KPA. 

• Jika telah mendapatkan status "menunggu tanda tangan 

KPA" maka KPA meng-input user name dan password 

KPA. Sehingga status berubah menjadi "BAR siap di 

download" 

• BAR di download dan dicetak, untuk kemudian 

disampaikan ke KPPN beserta dokumen pendukung. 

Format Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tercantum dalam 

lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dad. Surat 

Edaran Menteri ini. 
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M. Penyampaian Laporan Keuangan 

Setelah BAR ditandatangani oleh Kepala Seksi yang menangani 

Akuntansi pada KPPN an. Kuasa BUN dan Pejabat 

Penanggungjawab Rekonsiliasi an. KPA, Petugas SAIBA 

menyerahkan Laporan Keuangan ke KPPN dan ke Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah/ Eselon I yang terdiri 

dari: 

1. Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan yang sudah 

ditandatangani 

2. Arsip Data Komputer (ADK) Bulanan 

3. Neraca Bulanan yang telah ditandatangani oleh KPA 

4. Neraca BMN 

5. Laporan Realisasi Anggaran Bulanan yang terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

b. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 

b. Laporan Operasional Bulanan 

7. Laporan Perubahan Ekuitas Bulanan 

8. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara (LPJ) Bendahara 

Pengeluaran dan Penerimaan 

N. Kebijakan Rekonsiliasi 

Tingkat Eselon I: 

1. Penanggungjawab Eselon I melakukan validasi atas data yang 

diupload satker pada e-rekon 86 LK. 

2. Penanggungjawab Eselon I dapat menginstruksikan satker 

untuk melakukan upload ulang agar data pada e-rekon 86 LK 

diperbaiki. 

3. Penanggungjawab Eselon I dapat meminta penjelasan kepada 

satker apabila melakukan upload ulang tanpa proses telaah 

laporan keuangan oleh Eselon I. 
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Kebijakan K/ L 

1. Penanggungjawab UAPA melakukan validasi atas data Eselon 

I di e-rekon 86 LK. 

2. Penanggungjawab UAPA melakukan monitoring atas status 

upload satker pada e-rekon & LK. 

3. Penanggungjawab UAPA melakukan monitoring data suspen 

(selisih SAI dan SiAP). 

Penyusunan LRA Pendapatan dan Belanja mengacu pada 

kebijakan akuntansi pendapatan LRA dan Belanja LRA sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto 

sesuai nilai pada Bukti Penerimaan Negara atau bukti setor 

lainnya. 

Estimasi Pendapatan dicatat sesuai dengan nilai pada DIPA 

Penyajian 

a. Realisasi Pendapatan LRA disajikan menurut jenis 

pendapatan sebagaimana yang tertuang dalam PP yang 

mengatur tentang Tarif dan Jenis PNBP pada Kementerian 

PUPR dan PNBP umum yang dipungut oleh Satker di 

Kementerian PUPR. 

b. Estimasi Pendapatan-LRA disajikan menurut 	jenis 

pendapatan. 

c. Setoran Pendapatan yang berasal dari Tuntutan Ganti 

Rugi KDO dan BMN lainnya dibukukan pada Laporan 

Realisasi Anggaran Satuan Kerja dimana aset tersebut 

dicatat. 
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d. Pendapatan atas sewa rumah negara Golongan I dan II 

dibukukan pada Satker dimana aset tersebut dicatat 

dengan menggunakan akun pendapatan sewa tanah, 

gedung dan bangunan 423141. 

e. Pendapatan atas sewa rumah negara Golongan III yang 

belum ada perjanjian sewa beli, dibukukan pada 

Kementerian PUPR (BA 033) Unit Organisasi Eselon I 

Direktorat Jenderal Cipta Karya (Kode E1:05) Satker 

Direktorat Bina Penataan Bangunan (Kode Satker 452780) 

dengan menggunakan kode akun pendapatan sewa tanah, 

gedung dan bangunan 423141. 

f. Pendapatan penjualan sewa beli rumah negara Golongan 

III yang telah ada perjanjian sewa beli, dibukukan pada 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA 

033) Unit Organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Cipta 

Karya (Kode E1:05) Satuan Kerja Direktorat Bina Penataan 

Bangunan (Kode Satker 452780) dengan menggunakan 

akun pendapatan sewa beli 423123. 

g-  Setoran Pendapatan yang berasal dari Tuntutan 

Perbendaharaan, PNBP fungsional dan PNBP umum 

1ainnya dibukukan pada Laporan Realisasi Anggaran 

Satuan Kerja yang bersangkutan. 

2. Kebijakan Akuntansi Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari 

Rekening Kas Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui 

bendahara pengeluaran (uang persediaan), pengaku an 

belanja terjadi pada saat SP2D terbit. 

Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto 

sesuai nilai pada SPM yang telah diterbitkan SP2D. 

- 26 - 



Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja baik pada ikhtisar 

Laporan Keuangan maupun pada CaLK. 

Untuk Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3) 

bertanggal sampai dengan 31 Desember tahun berjalan dan 

diterima oleh satuan kerja sebelum tanggal 20 Januari tahun 

berikutnya, dibukukan pada Laporan Keuangan Tahunan 

Unaudited Satuan Kerja. Satuan Kerja wajib menyajikan seluruh 

surat permintaan pembayaran/ Withdrawal Aplication (WA) yang 

belum diterbitkan SP3nya dalam CaLK. 

Untuk SP3 bertanggal sampai dengan 31 Desember tahun berjalan 

yang diterima satuan kerja pada/ setelah tanggal 20 Januari tahun 

berikutnya, dibukukan pada Laporan Keuangan Tahunan Audited 

di tingkat Satuan Kerja, Tingkat Wilayah, Tingkat Eselon I dan 

Tingkat Kementerian. 

0. Penutup 

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 25 Januari 2017 

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Sekretaris e r deral 

rof. A a Firmanti 

NIP 196006 5 198703 2 001 

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.: 

1. Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan); dan 

2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. 
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AMINO. Telaah 

Beda 

 

 

Penyelesaian perbedaan 
basil rekonsiliasi 

Sama 

LAMPIRAN I 
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
DAN PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR 03/SE/M/2016 
TENTANG 
PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN 
EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN 
KERJA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 
DAN PERUMAHAN RAKYAT 

BAGAN ALIR PROSES REKONSILIASI INTERNAL DAN EKSTERNAL 

Rekonsiliasi Internal Satuan Kerja: 
- Rekonsiliasi Kas 
- RekonsMasi Kas Lainnya 
- Rekonsiliasi Persediaan 
- Rekonsiliasi Aset Tetap 

dan Aset Lainnya 

Ir 

Beda 	 Telaah 

Sama 

Penandatanganan Berita 
Upload File ke aplikasi 

Aura Rekonsiliasi (BAR) 	■Pr- e-rekon & LK 
Internal 

Rekonsiliasi Eksternal 
dengan KPPN 

Download basil 
rekonsiliasi eksternal 

Upload ulang hasil perbaikan 
data ke aplikasi e-rekon & LK 

4 
Penandatanganan Berita Acara 
Rekonsiliasi {BAR) antara KPPN 

dengan KPA 

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 
PERUMAHAN RAKYAT 

Sekretaris Je eral 
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LAMPIRAN II 

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 

DAN PERUMAHAN RAKYAT 

NOMOR 03/SE/M/2017 

TENTANG 

PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN 

EKSTERNAL PADA SATUAN KERJA DI 

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT DALAM RANGKA 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

BERITA ACARA REKONSILIASI 

Awal 

KOP SATUAN KEIRJA 

BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA KEUANGAN DAN BARANG PAMIR NEGARA 
PADA SATKER 	 

NOIVIOR : 

Pada had ini ...._. itanggal 	 bulan 	 tahun 	 bertempat di Biro Keuangan, kami yang be rtanda tangan di bawah 
rnenyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Niagara (BMN) pada lingkup 

internal Satker 	yang di susun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahun Anggaran 	dengan hasi I sebagai 
berikuti 

I 	Hasil Re konsiliasi Data Keuangan than BNIN 

No Akan Neraca Nilai Keuangan dan BIV1N periode Bulan .__. TA 	 
Saldo Akhir Saldo SAIBA Tanda Tongan 

11/ (21 f.i/ (4) (.) 
A- DATA KEUANGAN 
3. Ka s 

(na ma) (nama I 

Benda her. Petugas SAIBP. 

2.  Belanja Modal 

(darna) (names) 

Petugas SIMAK Petugas SAIBA 
B t DATA MON 
1- PersedIaan 
2 Tanah 
3.  Poralatan dan Masin 
a. Goduna dan Bangunan 
5. Satan, Irlgasi clan Jarinean 
S. Aset Tetap Lain nya 
7. Akurnulasi Penyusutan 
B. Konstruks1 Da I arn Pengerjaan 
9.  Aset Teta p yang Tide k Mauna ka n 

10.  As et Tldak Berwaiucl 
11.  Aset Lain-Lain 
12_ Kerjasama dengan Plhak Ketlga 

(narna) (Hama) 

Petugas SIMAK Petugas SAI BA 

Rincian Terlarnpir 

Nilengetahui, 
Kepala Satker 	 

Nr(ALIna 
NIP. 
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TATACARA PENELUSURAN PENYELESAIAN PERBEDAAN 

HASIL REKONSILIASI EKSTERNAL 

menelusuri Dokumen SP2D, SSBP, SSPB Pada Aplikasi OM SPAN: 

I. Dokumen SP2D 

1. Masuk ke web site : http: / / spanint.kemenkeu.go.id/ spanint/ app/ If 

C 	spanint.kem-enkeu 	- 

Apl 

 

I. 5u99.Es ted Si s 

dufiuk 

2. Masukan Nama Pengguna dan Kata Sandi 

3. Kiik "Masuk" 

C 	,rdn, kentenk,, 

$ 3....FURNMJ.1 	7■71 .0 MOLAR 

Setamat Datang di Online Monitoring SPAN 
Ka. to. sa.'o 	Krull,an 	Ani,r  soadki 	 11:61.,11.uri 	yang 

Gonakan browsar ratan, 

penyarnen 	seem t M org 	Ominc mrtonn, 	 occoopa 

vxmop t.11 rano taw 5,an..r. peo tomer +en Rama ton mann M0.4.11410.31, wrens., rang 
mrownar 
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6180 PCEIJANIGAM 

Monitoring Posisi linvoice 

Hold invoice 

a • 

M KELUAR 

 

Dartar PenolaKan PORT 
lee- DER ANDA 

ISM DASHBOARD 

MODUL PE NGAN GGARAN 

0 DATA KETERSEDIAAN DANA (FLIND 

r.dicouL KORAITIv1EN 

b=1 M OD UL PE MSAYARAN 

ry MODUL PE NERIrv1.AAN 

• MODUL BANK 

DATA SUSPEND 

L MOD UL RENKAS 

Ern, MODUL REKONSILIASI 

REFERENSI 

K r.va s UP 

4. Pilih Menu 

C 	spanint k.smenkeu ga 

MEN., 
	 A ONLINE 	ROPING SPAN 

	
BIRCKFaSSI.73,94 	if 	a 

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN 
Kirellban.s.se  membuat cenkahan yang cukup besar. Ands me rtsliki 30/Seek peke] Wog? Man lelbstui ape yang ban.; 

111011.6** 

Gunakan bra.vser terbaru 
Dem  Perghaeklan pupae= yang 	bat Pap Area, Online Sionrtonng SPAN MI rienggunalsart beberapa 
teknospg1 yang cane Opt Mialankan pace brasser9a9teaaanl Kam whoa real alas Reldanyarrenan yang 
rturigir 

0 Tr.,STN.,GAPtkAS4 
	

9 TERANG Ft Ps/-1±-SAR.Al. 5515 — 15 + 

5. Klik " Modul Pembayaran " kemudian klik " Daftar SP2D " 
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a  229U uitit-ruma,N g 2013 G KRUPP 

Daftar SP2D Satker 

I' PITH DATA 2 PDF E 21221 G 299 9429,91199 1 3 /329 ni 9922 lo OE 521923 

Cek 	
Data 

Oetail5320 Akan pit) Desfanw 
Tangpal 	

Jews SPM
lent  

646■44 	 0020 

Tama 
N6 	Manor SP2D 	SePsp 	 Mai 5320 	NOM 16asno5520 

SPED 

6. Daftar SP2D 
<- 	a 	spanintkemenkeugaid:spar. *app.%45NnidataSPPAidetarsp22' 

b sugyesteaStes 

44131302001699 1114361015 5405-20•5 24.950100 0004770080.25 - 4 CAI LNIINYA 5016 FE112 	99031FEL9112APEGAIE9J 09..IPR414U64(17 DAN PENMES.01 
241.0 201421 PePPLAI 2715 BIROKEIANGAN 

2 	451)04303001200 0343.2941 56.21.2015 57.500000 00042F5396003/2015 410 11016 NON FambaieFan Melia 0nrana sesum IPX No KU.0909-5.111,21.4441K2415 Gel 
KONTRAKFCKL 900JI Feosuan 20.9 ElAV Nn. Pk .02.34.54TKEL4,415.2047 tan9ga1 24 41on 

Fnhuarf 20'.5'. BAP 149 1(1.206 	SATSED 4E'5E2315 tan9231 25 Fairllal 2015 

11391302002406 03192010 04 D3 2016 5452500 0904534373003020' 03493-2015 NaN 5411 NON Pembayman Pea* Wrap sesuai 31 ISPASatlar Bra Ke303g06 302 	- 
09.11 FIC151.10PTalkil2E113012015 ang0714.111002016 Mal 

17139130100206 03-01-2015 94-03-811.5 '9'55000 00047743465035201 33-01-29 5 NON GAD NON 
CAM 

Pa Ecaaran Walla Barana 0610a 914KFASa0Kr Bcaketangan 
fin 9'ITT199214E13.192201orrAal 4 lanuan 20E9 

Cal. 
Alan 

5 	10101305040407 05 01 231E 74 93-a45 6.70600 0045125603.20 '5 33032015 NCO CAA NON 
GAB 

Flobeyann Map 48000 eascp BPD NaN5/0205-SkiKal Sr Tango!,  
ktivaNAPP 

Cal. 
;kw 

5'34'332002430 3423-23''.1 34.03.21`3 22.373.732 00 	-Assowav 32-712213 NON GA11 NCN PEMPAPARANNELANIA PARANGSES11.410211N5IND011aecgar2115 Ca 
MCC:4k FERPEARI 2016 Flan 

539'302002025 61-00-2916 12412048 2702 320 2004074e604330.5 240220'5 201 NON 5931 4054 Pertararan 243050 Wang seaLa HtiOnsi 14a007,54212I431400101380241 C44 
CAE 5 Febmai 2014 Alan 

0 3131 Mirernal 1 Data SP2D sebeium rtielargulkan 

II. Dokumen SSBP 

1. Pilih Menu 

C 	spanint.kemenkmgoid4sca 441 dr: 41:1- a 4 

 

E 

 

ONLINE VONRGRW 	 - 14 KELCAR 

! II 
Selamat Datang di Online Monitoring SPAN 

Kam ham -sap nkentual peathatan yang cukup besar Arcia me aka la del* walau Wang? Man lelusuri app 4.4149 taw 

< • ea it 0 0 	9 

Gunakan browser tartan, 
2014 mergraolcan penaalarnar -yang !elan talk bagiAncla Onlme Montaning 38104 Fani Menggunakan beberapa 
taknatly yang Van3 a dapal lkalankan papa browser vEilt 24400,91 Kam Frahm ma? alas keticlaknyananan yang 
uungkn brawl 

— 32 — 
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# 	C 	spanintkerneakeu gu id 

Pry b SQggestel Inn 

lORING SVa 	 c ,t Lk, 

Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) 

V  FILTER  DATA 

NA SPM 
IS SPM 

Mt. SP1L/T1TRi 
T11.155 

Plo.Tagitan 
Mae, Peinboyal Umen1Pit 

tbraDoBi 

• IPSO .'ATP Ncrn. SRI Kade 5110er 
Tar,:Ftlencearl ,:e: 	, 

0 'Trek, 

2. Klik Modul Penerimaan 

4- 4 a 	s anint kern en ke 	 - 

 

Ada 

  

Awl t Suggested Sites 

KOnermast Penerenean 

Monitoring Potongan RPM Satker 
Perebeyar) 

SERANDA 

lb DASHBOARD 

MODUL PENGANGGARAN 

0 DATA KETERSEDIAAN DANA (FUND K VAdL,5551 

MSS MODUL KOMITMEN 

MODUL PEME140-4R AN 

MODUL PENERIMAAN 

S moouL SANK 

4 DATA SUSPEND 

IG MODUL RENICAS 

■Zi MODUL REKONsiLiAS■ 

REFERENSI 

Monitoring Potongen RPM (Satker 
Penerirla) 

ReatleaSF PeriCfepateP per Alton 

Pengernbaean Pendapatan 

3. Klik Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) 
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99014118966212010 '513919202059 ggegn 

1912-2015 	 32-03.2016 

1E90328732 

FEMBAYT53AI6ELANJANAGHSUAKLITANSIN01614210622610191916.91 	Ca61.13A 	Nndapa tar FFIlasa122 	4"122 400 353 

FERMI 2618 
	

DEW 

4. Isi Nomor SP2D, Nomor SPM, Kode Satker, Tanggal Penerimaan 
kemudian klik " Terapkan Filter " 

C _ 	kernenkeJ g.c. id 

Arti to s2,2,2ted Silo 

I.e 	a r,ECI., 

Monitoring Potongan SPM (Satker Pernbayar) 

T  FILTER 	APO. 	FX,Pr 

5. Monitoring Potongan SPM 

(- 	B 	spartint kemenkeJ go.id 

t4 	ggestai 

YEW 
	

A 16.41.62E 	6,466" 
	

& 1291041611161661.61J 	2016 	01 EL:JAR 

Monitoring Potongan SPM (Satker Pembayar) 

d69.4FEra.666 IL Da. 

KKR 2DiN1M 16112120221269 N 	83 060342668011'2116 CLEMIXE81622221 TAIIGCALPEKOWN W0242,91'1 1 62-63 211 

Na 
116. SPM 
Tgl SPM 

Ne. SP2DtITPil 
Satei 

lot SPE] 	
Pembaym  

Na Tag.ligg  

Ilreian SSW MISNir0.11 	 SeDgrgn 	 A9110 	2991199  

1 	072341.9992112016 111391332962052 699112 	PEMESYARAN BELAAS4RNGSESOkKUTANSI 40.0{1.142601E TANGEM. 	 NALISA 	Pendagatan PPM Dian 	41121' 2.702.255 
2992-2315 	 612-03.2015 	 5555A12616 	 CE111,2, 	 942 

16002113792 

- 34 - 



DATA KETERSECK,NN DANA (FUND AVAILABLE) 

MODUL KOMI-D.1EN 

MODUL PEMSAVARAN 

MODUL PENERMAAN 

A BERANDA 

eift DASHBOARD 

MODUL PENGANGOARM4 

0 

MODUL BANK 

.11 DATA SUSPEND 

MODUL RENKAS 

MODUL REKONEILIA. 

REFERENSI 

Montioring Potongan SP, .Sa-ker 
',snore—al 

Rengernbartgan Pendapatan 

III. Dokumen SSPB 

1. Pilih Menu 

ONLINE 1401fr(IRING WAN 	 A BIRO KELIANGAN 	NIB 	a •SE__till 

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN 
Kam tam sap! membeat perubahan yang segue besar Anda memekt 30 deiik waktu bang'? elan tettstil apa yang ha. 

< 	• • II 11111 • 

(?) 
Gunaken browser terlseru 

Celli rnengnaceman pergaia gen yang !egg paw zap, Area. ORM Mongering SPAN KIN rrengeunagan Der:pampa 

teknotogt yang hanya aapat agalanitan pm* growservers1 tertant. iSarta mehon MB Stab keidakliyalEatari prig 
fIllEgIal BRAS 

LE51.4-S.V_Iit,S1 	 — 15 + 

2. Klik Modul Penerimaan 

4- -4. C 	spanint.kemenkeu.go.id  

F." apl Lt. Stiggettee Sites 

BIRO KELEANOAN 

   

 

KOMIEM asl Re re rIrrm 

   

      

    

!Monitoring Polonga 
ReMba:i. a 11 

- 	, - - 	- 

 

 

IS 
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s■sovt...st. 

DIFFASOALItP.N., IF 03 7010.'310 A-.0 2,s 2 . 

Im.rm Setke■ NO 	Kale Sather lianas. 
Maim 

Pengembalian (restitusi) Penenmaan 

Jen 	FOR 	WI' 	am 	M. 	J. 	J6I 	Apl. 	Sep 	au 	Nov 	Des 

4— 	C 	spaniotk 	 n„.KA_Pi.,...T•o7oP- 

b 4,59.0rd size, 
 

Inforrnasi Revlsl DIPA 

Dattar o[PA oaiarn Proses Revlsi 

BIRO KEtJANC.AN 

KELUAR 

Ok 
Sisa Pagu 

BERANDA 	 _ 	. r 	. • 	, 

O DASHBOARD 
	 PenolaKan ReASIKarena Menyenabkan 

Pagu minus 

MODULPENEGANGGARAN 

0 DATA KETERSEDIAAN DANA (FUND 	BLE) 	Pagu don Pealisasi Delanfa 

MODUL KOMITMEN 

MODUL PEMSAVARAN 

Cd MODUL PENERIMAAN 

MODUL SANK 

A. DATA SUSPEND 

fG MODUL RENKAS 

MODUL REKONSILIASI 

REFERENSI 

3. Pengembalian Pendapatan 

GRA NO TOTAL 

 

0 
0 

IV. Dokumen Penganggaran 

Klik Modul Penganggaran 
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F140. 00 9,91.19.591 	90 
	

991 

	

49 2013 11,44,1 	44 1E91-3,3,3,9,951 	 V 139340 3'  

Di dalam Modul Penganggaran ada beberapa pilihan antara lain: 

1. Pilih Informasi Revisi DIPA 

C 	J spanint.kemenketigeidt.:EQn 91.-1..• 	̂ 	 , 

F 991 	i0 555<j52ed5ites 

E MENU 

Data Revisi DIPA 

1" 'ILEA. 31070 

Rev. 	ianugai Post 
No 	 Na CPA 	 5100 	RAW 	#5061 	PrOprom ke 0031 Dana 

Eimk 
5000 T pe 

Annum 	"'''"" 004009511 

6131 033 	6 402302013 	 05,2-20,3 3' 	so_ 	2.400 535 019 	596001 	 1110101 730050 330000000 00090 2 	009002 001000 

0134033.01,  095012013 	 09-'2-2015 21.3550 	 45000 	809009 	o 	033010 2309900 200000001 00000 001000 000002 

3 	0181033 	09800332050 	 03-12-201521.4009 	155 837,099 	896003 	53,2' 	033000r 2263934 201000000" 00000 2 	000000 000000 

4 	0130-003.013 49500232015 	 033,2-2215 2'375 20 	45234000 	602903 	51 '193 	0390101 2333094 3300090000-  10010 000000 090000 

01P.9.0194',38560052015 	 53.12.21915 2119604 	199050290 MD 	654000 	511123 	0330301 2363984 000105020" 500E0 KCMG 900000 

01P,D91 01 15050019919 	 93-'2.20,52,5a9 	23 395010 	090103 	011124 	033010' 2363984 230100000, 30039 090000 050000 

7 	01RA-9130U 890003/2515 	0 	012.203 2,035 	7 37,905,009 	4553103 	5,35 	033010' 2383594 2000900001 00E00 000700 0E0000 

5 	01135-035001 .139690E990 	 0212 2013219319 	141,500000 	690000 	011126 	403010' 2351094 100000000 000411  000.709 MHO 

0332-993399, 	 3 ,10.20353.1:15,5 	430.290011 	454005 	01'100 	0090€01 2353004 90090/000' 00000 010900 MHO 

10 	01002-0210 	00415032515 	 092 -20'0:-. 5350 	:95.355000 	590001 	511151 	003091 2363994 5200009001 60300 000000 00005 	 

711190 	10 900,000500 

0E994 53 91.93,84404 	NI 	34 	 IN 

0  TEN7ALN(W11KA51. 

2. Pilih Daftar DIPA Dalam Proses Revisi 
spanint.kenwk,go id .; - • '3 	ED 

01  291 	to 53,5,-.0, 5n, 

4164 3  11,0.4 

Itaftar DIPA dalam Proses Revisi 

No 	 Kole szner 	 mum salter 	 1114.0 00195150- '519apan Proses 090q4.50 

04445 Pan Data 
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53 	 2015 	19 514404 

6- 	C" 	• r.panint ketnen1290, 

2,  371 p. 4'951089440. 

99  514+ 

Penolakan Revisi karena Menyebabkan Pagu Minus (Fund Fail) 

No 1153391E002 SAIK0 KPPN 463+0 

Lank 0.1a 30th 

99325733 5000 Gaon NI 

.70, 0!001 • 1EN1411G329X302 G 	 ..31.049 333.3 — 15 .11.. 

3. Pilih Sisa Pagu 

C.7 	, spanint.kemenkellgo.id  

It 

Informs' Sisa Dana DIPA Satker 

01.1E9 	PDF 	EKGEL 

009 	50339+ PPM Attn 010952231 Outpu4 Gaaa 
1122223. Pa4u 
3322000 

Paccadman 

11411344 	90101i10.1 tvoce 

10016530 papa Tersede 

098093 '33 305019 435308' 4000000' 1" 01,5,A '43 304 854 4.440 402 350 

0930313 139 64100)) 0231101 4363302 2350031530-  0736001003 5„00000 OM 0 '2479443 5052 34 560 

4930103 139 220003 3339101 21699E3 67300901600' 05009009911 72_080000 9 "90:335."76 5226.661325 

989900 19 923953 0530001  2)63000 :441-0041190531 5470 300009 245 ODOM 9 013.950.500 0097/3403 

898003 1 59 629000 0331101 2383291 -.580061022' 843039 NO 501100 000 

5 	89E303 19 90680 0360101  2984960 490000300' 90345113000 0 03522'.145 3 5071:80 935 

7 	898003 139 91 1'1 29 0133131 2383909 9090000410 43083.030 0 nsaz.N. 397)00,000 

595003 119 31141-  0935.9-: 2383994 600003040' :_al5apeo 0 — 9.315730 Z110497.303 

395003 16 mow 33301 9' 2733094 50451110003.  2.334,336903 0 61712100 

40071 3050980000 371.500000 7.17130336934 27,956130014 

41 2916 1920. 	159,014945033I 
	

17351998 9  +19954,1.124 '4  2:1  — 	3 33 

4. Pilih Penolakan Revisi Karena Menyebabkan Pagu Minus 
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E 	C 0000  sDaoint kelotokeu.go.id  . 

Upl 	-.7t4d 1,4s 

(14./NE MONROE:PM 
	

910,13KE19AlOM 	2018  f  KELUM 

Pagu dan Realisasi Belanja 

T  FLIER DATA 	PCF a  EXCEL 

AKno Mania 

No 	EIA.Satke 	Noma Sailer 	IIPPN 	Net 

 

Thal 

  

Pe0aKol 	&INT g 	MTI 	Beta Eu0p4 	Su0s10, 	114011 	Banos 	Lanlain 	Transfer 

0000 	P500 	5 00):)37 0iD 	:3:A10100 	0 	 "k .000.NOO50 
5E500000 	938.325.343 	3101143.233 	0 	 0 	 V10.750.104 
PERENTASE 	1'.1 44, 	4.5474, 	0)74 	0_01r4 	000% 	0.00% 	00;4 	0.017,i 	0.00% 	11311 

3[91 	 01 ' 	0000 	2254355.741 
	

0 	 0 	20029900030 

	

TOTAL 	PAN 	sicompao 	21700000100 	0 	 0 	0 90,520 

	

5E0010431 	51110/5145 	1,181143159 	 0 	2.170 

	

0E0450 570 50 	14.7144 	1435,,) 	1131,0 	10004 	1100%1 	10.02,00) 	1000001 	40005) 	r050!0) 

MA 	5111174035 	22.518,556.141 

 

0 	0 	0 

 

0 08229.930105 

    

NE 	;It 	14 	•: • 	X 	411 

C 	s.P4, 	1E14-147.174.4500741.0 . 	 TERAA01 	 -•• 

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Sekretaris Je eral 

Prof A to Firmanti 

NIP 19600 15 198703 2 001 
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LAMPIRAN III 
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM 
DAN PERUMAHAN RAKYAT 
NOMOR 03/SE/M/2016 

TENTANG 
PROSEDUR REKONSILIASI INTERNAL DAN 
EKSTERNAL LAPORAN KEUANGAN SATUAN 

KERJA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI 

KOP SATUAN KERJA 

SURAT PERNYATAAN ATAS PERBEDAAN DATA REKONSILIASI 

Yang bertanda Langan di bawah ini: 

Nama : Budi Santos() 

NIP 	: 197807122000121005 

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa transaksi setoran pendapatan yang menjadi perbedaan antara SiAP dan 

SAI pada rekonsiliasi data antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Biro Keuangan dengan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta (data terlampir) setelah kami melakukan penelusuran, dokumen 

sumbernya tidak kami temukan/bukan transaksi pada satuan kerja kami *). 

Apabila di kemudian hari transaksi dimaksud dapat dibuktikan merupakan transaksi pada satuan kerja kami, segala 

kerugian yang terjadi karena tidak terbukukannya transaksi dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami. 

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. 

Jakarta, 2 Februari 2016 

Yang Membuat Pernyataan 

Kepala Subbagian Tata Usaha 

Budi Santoso 

NIP.197807122000121005 

*) pilih salah satu yang sesuai 
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Surat Pernyataan Atas Perbedaan Data Rekonsiliasi di lampiri : 

No. 
Kode BA- 

ES1 

Kode 

Satker 
Akun 

Tanggal 

Transaksi 
PK PN 

No. 

Bukti 
Nilai Keterangan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN 

PERUMAHAN RAKYAT 

Sekretaris J 	-ral 

Prof. A 	Firmanti 

NIP 19600615 198703 2 001 
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